LEMBARAN DAERAH
JAWA TENGAH

Seri A 1975 Nr1

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT |
PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.
No. 1 Tahun 1975.

tentang

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH

TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 1975/1976.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
KEPALA DAERAH TINGKAT | JAWA TENGAH.

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Da-

' erah Propinsi Daerah Tingkat [ Jawa Tengah
Tahun Anggaran 1975/1976 perin ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Mengingat @ 1. Undang® nomor 10 tahun 1950 teatang Pem-
bentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah.

2. Umlxmg2 nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok
Pemerintah di Dacrah.
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. Peraturan Pemerintah nomor § tahun 197§

tentang Pengurusan, Pertanggung - jawaban
dan Pengawasan - Keuangan Daerah.

. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1975

tentang Cara Penyusunan Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Ta-
ta Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah.

. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri no-

mor 22 tahun 1974 tentang Bentuk Contoh?
untuk Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

. Surat Menteri Deiam Negeri nomor Finmat

1/4/50 tanggal 20 Pcbruari 1975 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah tahun 1975/1976.

. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Da-

erah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah tanggal
5 Juni 1973 nomor O01/3/DPRD/73 - 74
tentang Pola Operasionil Modernisasi Dess
Tahap I di Jawa Tengah.

. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Da-

erah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18
Januari 1972 nomor 121/04/DPRD/71 - 72
tentang Peraturan Tatz Tertib Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Tingkat 1 Jawa
Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daersh Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :
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Menetapkan : Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah ten-
' tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun
Anggaran 1975 / 1976.

Pasal 1.
Jumlah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Pro-
pinsi Daerah Tingakt [ Jawa Tengah Tahun Anggaran 1975/1976
adalah sebesar ............ esriiens cvsersnee  Rp.48.472.124.825,-

Pasal 2.

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1975/

1976 berjumlah sebesar .........vieraes Rp.48.472.124.825,-
yang terdiri stas :
a. Anggaran Rutin sebesar ............. Rp.42.577.749.530,-

b. Anggaran Pembangunan sebesar .. Rp. 5.894,375.295,-
' (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1975/1976
berjumlah sebesar ....... ceensarnens veerenres Rp.48.472,124.825,-
yeng terdiri atas :
a. Anggaran Rutin termasuk gaji
pegawai sebesar ......c.occvnviiierienns Rp.41.082.888.000,-
b. Anggaran Pembangunan sebesar .. Rp. 7.389.236.825,-

Pasal 3.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah
Tingkat T Jawa Tengah Tehun Anggaran 1975/1976 direncanakan
pula Bagian Urusan Kas dan Perhitungan untuk Anggaran Rutin
dan Bidang Urusan Kas dan Perhitungan untuk Anggaran Pemba-
ngunan sebagai berikut :
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(1) a. Anggaran Pendapatan Rutin ........... Rp. 4.979.025.000,-
b. Anggaran Belanja Rutin ...........u00.. Rp. 4.979.025.000,-

(2) a. Anggaran Pendapatan Pembangunan Rp. 1.975.000.000,-
b. Anggaran Belanja Pembangunan ..... Rp. 1.975.000.000,-

Pasal 4.

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Propinsi Daessh Tingkat [ Jawa Tengah tersebut pasat® 1,
2 dan 3 di atas dimuat dalam Lampiran A I dan A IT Peraturan
Daersh ini,

Pasal 5.

Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 5 Mei 1975, berlaku
mulai di-undangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1975.

Semarang, 5 Mei 1975.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingat I Jawa Tengah,

Ketug

PARWOTO

Pj. Kepala Daerah Tingkat 1
Jawa - Tengah,

SOEPARDIJO.

188



Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat ke-
putusan ttg. 23 Juli 1975 No. 172 Th. 1975.

Diundangkan pada tanggal 29 Nopember 1975,

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat 1
Jawa - Tengah

KARDIMAN

Dimuat dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Seri A No. 21 Tahun 1975.
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH TINGKAT [ JAWA - TENGAH
NOMOR : 1 TAHUN 1975

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGAKT I JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 1975/1976.

PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi khususnya
mengenai administrasi pengurusen Keuangan Daerah sebagaimana
dikehendaki oleh tndang2 nomor 5 tahun 1974 dan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 1975 maka di-
susunlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam suatu Peraturan Daerah.

Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Propinsi Da-
erah Tingkat 1 Jawa Tengah Tahun Anggaran 1975/1976 mem-
punyai arti yang khusus, yaitu merupakan program kerja Pe-
merintah Propinsi Daerah Tiagkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran
1975/1976 sebagei pelaksanaan rencana tahun kedua dari Rencana
Pembangunan Daerah tahap II { 1974/1975 - 1978/1979) di Jawa
Tengah yang di mulai pada tanggal 1 April 1974, yang sekaligus
sebagai penunjang serta pelengkap REPELITA I1.

Selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai
dalam rencana Pembangunan Daerah Tahap IT ( 1974/1975 - 1978/
1979) di Jawa Tengah, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran
tersebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Da-
erah Tingkat [ Jawa Tengah Tahun Anggaran 1975/1976 diarahkan
kepada: )
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a. Tersedianya pangan dan sandang yang berkecukupan dan
merata, dengan mutu yang bertambah baik dan hargs
yang terbeli oleh rakyat banyak.

b. Tersedianya bahan’ perumahan serts fasititas® lain de-
ngan harga yang terbeli olch rakyat banyak.

c. Keadaan prasarana yang makin baik, tcrutama pengair-
an, pelabuhan dan kelistrikan,

d. Kesejahteraan rakyat lahir dan batin, yang makin merata
dan lebih meningkat deagan berhasilnya pembangunan
ekonomi.

e. Terbukanya lapangan kerja yang makin meluas.
Dailam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belsnja

Daerah propinsi Dacrah Tingkat T Jawa Tengah Tshun Anggaran
1975/1976 Pemerintah l’mpimi Daerah Tingket I Jawa Tengah
berpegang pada empat hal positip yang menonjol yang selale
merupakan kebijaksanaan Pemerintah dan ditempuh secara kon-
sekwen dant eratur schingga meupakan langkah perbaikan secara
menyeluruh dari tahun ke tahun, yang pencgasannya adalsh :

b.

Dipegang teguh disiplin Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Tetap berpegang teguh pada kebqakumn Anggaran be:-
imbang yang dinamis;

Melaksanakan tertib Anggaran;

Menggunakan Keuangan Dsaersh yang makin terarah dan
mengikuti suatu pola rencana yang jelas.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

) Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat 1)
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a. Jumiah sehirub Pendapatan Rutin . Rp. 42.577.749.530,-

Dikurangi tabungan Dacrah untuk pem-
bangunan sebesar ... Rp.1.494.861.530,-

yang diambil dari per-

kiraan pendapatan dacrah

sendiri sebesar ...... Rp.2.848.386.530,-

untuk Belanja barangRp.).353.525.000,- RP. 1.494.861.530,-

schingga perincian Pendapatan Daerah
dalam lampiran A T (Buku Anggaran
Rutin) adalah sebesar ..................... ... Rp.41.082.888.000,-

Sesuai dengan perkiraan Anggaran Belan-

j& Rutin termasuk gaji pegawai tersebut
pasal 2 ayat (2) sub a ialah sebesar., RP-41.082.888.000,-

b. Jumlsh seluruh Pendapatan pembangunan

menurut perkiraan ............coeveenennens - Rp. 5.895.375.295,-
Ditambah Tabungan daerah dari Anggar-
an Rutin sebesar .................. rereerne Rp. 1.494.861.530,-

Sehingga perincian  Pendapatan
Pembangunan dalam Lampiran A I (Bu-

ku Anggaran Pembangunan) adalah sebe-
sar o SEATAN Pembangunan) adatan seb Rp. 7.389.236.825 -

Sesuai dengan perkiraan Anggaran
Belanja Pembangunan tersebut pasal 2
ayat (2) sub b yaitu sebesar ............... Rp. 7.389.236.825,-
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Pasal 3.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pro-
pinsi Daerah Tingkat [ Jawa Tengah Tahun Anggaran 1975/1976
baik Rutin maupun Pembangunan direncanakan pula pengeluaran
dan penerimaan " Urusan Kas dan Perhitungan * ysitu masin
sebesar Rp 4.979.025.000,- untuk Anggaran Rutin dan Rp.
1.975.000.000,- untuk Anggaran Pembangunan.

Jumlah® tersebut merupakan perhitungan (versekeni-
ngen) yang tidak membawa pengaruh terhadap besarnya Anggaran
Daerah.

Pasal 4

Culmp jelas.

Pasal §

Cukup jelas.
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 172 TAHUN 1975
TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1975/1976.

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBACA :

MENIMBANG :

MENGINGAT :

194

Persturan Daerah Tingkat T Jawa Tengah No.
1/Tahun 1975 tanggal 5 Mei 1975 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pro-
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tabhun
Anggaran 1975/1976, yang disampaikan dengan
surat Gubemur Kepala Daerah Tingkat T Jawa
Tengah tanggal 22 Mei 1975 No. Keu/35/16;

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-
vah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah
Tahun Anggaran 1975/1976 merupaksn suatu
rencana kerjea keuangan yang menjadi tandasan
bagi semua kegiatan Pemersintah Dacrah Ting-
kat 1 Jawa Tengah dalam Tahun 1975/1976,

perlu mendapat pengesahan :
1. Pasal 18 Undmg2 Dasar Republik Indonesia
1945;

2. Pasal 64 Undang’ No. § Tahun 1974 tentang
Pokok? Peratwran Pemerintshan di Dacrah L.
N. Tahun 1974 No. 138; T.L.N. No. 3037);



MENETAPKAN :

PERTAMA :
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Undang? Republik Indonesia No. 1 Tshun
1975 tentang Anggaran Pendapatan dan Be-
lanjs Negara Tahun Anggaraa 1975/1976;

Peratyran Pemerintah Republik Indonesia
No. 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Per-
tanggungjawaban dan Pengawasan Keua-
ngan Daerah (L.N. Tghun 1975 No. 5);

Peraturan Pemerintsh Republik Indonesia
No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh,
Pelaksangan Tatz Usaha Keuangan Daerah
dan Peayusunan Perhitungan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah (L.N. Tahun
1975 No. 6);

Keputusan Menteri Dalam Negeri No 2
Tahun 1974 teatang Bentuk Contoh® untuk
Penyelenggaraan Keuangan Daerah;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal
20 Pebruari 1975 No. Finmat 1/4/50 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Tahun 1975/1976;

MEMUTUSKAN

Mengesahkan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa
Tengah No. 1/Tahun 1975 tanggal § Mei 1975
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Da-
erah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tahun Anggaran 1975/1976, yang meliputi Ang-
garan Rutin dan Anggaran Pembangunan de-
ngan ketentuan® scbagai berikut :
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"Rp. 39.662.870.890,- dengan perincian ajokasi scbagai
berikut :

Gaji dan Tunjsngan pangan bagi pegawai serta tunjangan
pensiun dar tunjangan pangan pensiun serta tunjengan
pangan pekerja harian Daevsh Saudars, situasibezerting
bulan Oktober 1974 sebesar ....... Rp. 34.346.405.712,-
dalam jumiah manz telgh termasuk honorarium ke-
lebihan jam mengajar :

Gaji dan tunjangan pangan Guru2 Sckolsh dasar ex.
Inpres No. 10/1973 sebesar Rp. 2.272.567.007,

Gaji dan tunjangan pangan Guru2 Sekolsh Dasar ex.
Tapres No. 6/1974 sebesar Rp. 659.265.679,-

Gaji dan tunjangan pangan pegawail PUSKESMAS ex.
Inpres No. 5/1974 sebesar Rp. 104.742.273,-

Tunjangan kurang penghasilan Pamong Desa untuk Desa
sebesar Rp. 380.766.000,-

Gaji dan tunjangan pangan Guru2 Sekolah Dasar berda-
sarkan Inpres No. 6/1975 tentang Program Bantuan
Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1975 sebesar Rp.
1.332.767.130,- untuk 9.225 orang.

Gaji dan tunjangan pangan pegawai2 baru PUSKESMAS
berdasarkan Inpres No. 7/1975 tentang Program bantuan
Pembangunan Sarana Keschatan Tahun 1975/1976 sebe
sat Rp. 92.373.284,- untuk 495 orang.

Gaji dan tunjangan pangan pegawsai2 baru yang telah
mendapat persetujuan kami perhitungkan mulai 1 April
1975 sebesar Rp. 54.930.500,- untuk 338 orang.

Gaji dan tunjangan pangan pegawaiZ baru yang telah
mendapat persetujuzn kami untuk mengisi formasi BAP-
PEDA diperhitungkan mulsi 1 April 1975 sebesar Rp.
19.053.305,- untuk 45 orang.
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3a. Plaford Program Pantuvan Pembangunan Daerah Tingkat

T (Instruksi Presiden No. 7 Tshun 1974) Tahun Anggaran
1975/1976 untuk Propinsi Daersh Tingkat I Jawa Tengah
adalah sebesar Rp. 4.822.805.000,- dengan perincian :

» Bantuan yang penggunsannya ditetapkan secara pasti
adalsh sebesar ..................... Rp. 2.539.000.000,-
» Bantuan yang penggunasnnya diarahkan adalah se-

setuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam lampiran
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Meateri
Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga
Listrik dan Menteri Negara EKUIN/Ketuz Bappenas
tangga! 7 April 1975 Nomor : 49 Tahun 1975; No.
Kep. 361/MK/TV/4/1975 ; No. B3/K/ts/1975 ; Np. KEP.
028/Ket/TV/1975 tentang Perincian Jumlah Bantuan
Pembangunan Daerah Tingkat I Tiap Daerah Tingkat
1 Tahun 1975/1976 ;

Penggunsan Dana bantuan Pembangunan Daerah Ting-
kat 1 tersebut di atas harus berdasarkan ketentuan? tec-
cantum dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1974
tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat
I, juncties Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,
Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Tena-
ga Listrik dan Menteri Negara EKUIN/Ketua Bappenas
tanggal 7 April 1975 Nomor : 49 Tahun 1975 ; No. KEP.
361/MK/TV/4/1975 ; No. 83/Kpts/1975 ; No. KEP, 028/
Ket/IV/1975 tentang Penctapan Jumlah Bantuan dan
Pedoman Pelaksanasn Program Bantuan Pembangunan
Daersh Tingkat [ Tahun 1975/1976 dan Instruksi Menteri
Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975 tentang Pedoman Lebih
Lanjut Mengenai Pelaksanaan bantuan Pembangunan
Daerah Tingkat I Tahun 1975/1976 ;
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Mhﬁan&mﬁmhhnkm;mhdh-
mong Desa yang kurang penghasilan desanya seperti di
maksud dalam ayat 2¢ di atas, harus disesusikan dengan
jumiah desa dan jumiah dana per wnit desa seperti
tercantum dalam Surat Edaran Mentetri Dalam Negeri
tanggal 21 April 1975 No. Pem 36/2/75 tentang petonjuk
dan pengelolaan uang anggaran tambehan kurang peng-
hasilan bagi pars pamong Des.

Semua jenis pungutan Daersh yang merupakan salsh sstu
sumber pendapstan Daersh, harus ditetapkan masing2
dalam bentuk Peraturan daersh. Pelaksansan pungutan
baru dapat dilsksanakan sctelsh Peraturan Daersh terse-

but mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri;

Untuk jolis2 pungutan Daersh yang tercantum dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang belum menrenuhi
ketentuan2 di maksud pada syat 5a di astas SEGERA
dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah satu dan lain
hal disesusikan dengan ketentuan Peraturan Darurat'No.
11 Tahun 1957 tentang peraturan Umum pajak Daerah -
dan Undang2 Darurat No. 12 tahun 1967 tenteng Pera-
turan Umum Retribusi Daerah juneto UndangZ No. 1
tahun 1960 ; '

Target [PEDA untuk Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa
Tengah tahun Anggaran 1975/1976 adalsh sebessr Rp.
4.840.000.000,- sesuai dengan jumlsh yang ditentukan di
dlsam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 20
Pebruari 1975 No. Finmat 1/4/50 tentang Pedoman Pe-
nyusunan Anggaran Pendapatan dan Beélanja Daerah
Tahun 1975/1976, dan harus dianggarkan dalam Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Daerah ¢.q Anggaran
Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah
Tahun Anggaran 1975/1976 sebesar 10 % dari Rp.
4.840.000.000.' .
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Subsidi dari Negara yang diharapkan sebesar ..............
Rp. 66.492.110,- sebagaimana tercantum pada bagian 1.2
Pos 1.2.1. ayat 003. dalam Anggaran pendapatan Rutin
dihapus/ditindakan;

Mengenai penerimaan bagian harga premium/super 98,
minyak tanah dan solar sebesar Rp. 251.000.000,- seperti
tercantum dalam Anggaran Pendapatan Pembangunan
bagian IP.2 Pos. IP.2.1. ayat 006 HARUS dipindahkan
ke Anggaran Pendapatan Rutin Bagian 1.2. (Penerimaan
dari Negara atau Instansi yang lebih atas) Pos 1.2.1. ;

Tnstruksi Menteri Dalam Negeri No 2 tahun 1971 tanggal
19 Januari 1971 tentang Pengikutdsertaan Mahasiswa
dalam Pembangunan Daerah; harus dicantumkan di
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, i.c.
Belanja Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Tahun 1975/1976;

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri tanggal 24
Matret 1975 No. 6 Tahun 1975 ; No. 037/1/1975 ; No. 36
Tahun 1978 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada
Madrasab, khususnya pemebrian bantuan keuangan di
bidang pengajaran umum, pengajar dan bidang sarana
phisik, untuk dapat terlaksananya supaya mendapat per-
hatian;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Maret
1975 No. Finmat 7/8/46 tentang Penyediaan dana untuk
Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dalam Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Daerah supaya diper-
hatikan : -
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12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Maret
1975 No. Finmat5/2/47 tentang Penyediaan Bantuan
Biaya Kegiatan Koni Daerah dalam Anggarar Penda-
patan dan Belanja Daerah supaya diperhatikan;

13. Dalam Mclaksanakan Anggaran Pendapatan dan belanja
Daerah segala sesuatunys harus tunduk pada ketentuan2
yang tercantum di dalam Keputusan Menteri Dalam Ne-
geri No. 96 tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dzersh Tahun 1975/
1976 ;

KEDUA :

Dengan adanya perubahan jumlah penerimaan dan penge-
luaran Daerah dari plafond Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daecrah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Angga-
ran 1975/1976 yang ditetapkan semula, harus segera dilakukan
perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-
rah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tshun Anggacan
1975/1976 dan disesuaikan dengan ketentuan? kami seperti
tersebut di atas : Penctapan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah di maksud di atas harus ditetapkan
selambat lambatnya dalam Tahun Anggaran 1975/1976 yang
sedang berjalan, serta semaksimal mungkin telah disesuaikan
dengan ketentuan2 yang tercantum di dalam Peraturan Peme-
rintah No. § Tahun 1975 tentang pengurusan, Pertanggung
jawaban' dan Pengawasan Keuangan Daerah dan Peraturan
Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerak dan Penyusunan Perhttungan Angga-
ran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

KETIGA :

Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propin-
si Daerah Tingkat T Jawa Tengah Tahun Anggaran 1975/1976



